
TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4

BIDANG IPP 859.592.000                

1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan 

Negara/Daerah yang Terealisasi

Rupiah (juta) 750 0 0 750 0 1 Audit Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor 

pertambangan

102.320.000                Denni A. Siregar PP 2 2

1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan 

Daerah

Rupiah (juta) 0 0 0 0 0 Denni A. Siregar PP

1.3 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan 

Daerah

Rupiah (juta) 0 0 0 0 0 1 Audit atas Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri 67.680.000                  Denni A. Siregar PP 2 2

2 Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata 

kelola pemerintahan pada

K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab 

Perwakilan BPKP

2.1 Persentase rekomendasi strategis yang 

ditindak lanjuti

Persen 80 20 40 60 80 1 Evaluasi atas Sistem Kesehatan Nasional 35.840.000                  Denni A. Siregar PP 1

2 Evaluasi atas Reformasi sistem kesehatan - layanan 

rujukan

35.840.000                  Denni A. Siregar PP 1

3 Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2023 35.840.000                  Denni A. Siregar PP 1

4 Reformasi sistem kesehatan - layanan primer 25.840.000                  Denni A. Siregar PP 1

5 Reformasi sistem kesehatan - kualitas dan redistribusi 

nakes

29.096.000                  Denni A. Siregar PP 1

6 Akuntabilitas penanganan Covid-19 25.840.000                  Denni A. Siregar PP 1

7 Infrastruktur Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL) 

dan sanitasi

22.300.000                  Denni A. Siregar PP 2

8 Pembangunan Jalan dan Jembatan 22.300.000                  Denni A. Siregar PP 2

9 Pembangunan Bandara 22.300.000                  Denni A. Siregar PP 2

10 Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan 22.300.000                  Denni A. Siregar PP 2

11 Pemerataan dan Penyediaan Infrastruktur, Akses 

Internet dan Komunikasi

22.300.000                  Denni A. Siregar PP 2

12 Pengawasan atas Tata Kelola Harga Minyak Goreng 60.000.000                  Denni A. Siregar PP 1 2

13 Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu 70.000.000                  Denni A. Siregar PP 1

14 Akuntabilitas Pengamanan dan Pengawasan Pemilu 70.000.000                  Denni A. Siregar PP 1

15 Kinerja Pendidikan Tinggi 20.000.000                  Denni A. Siregar PP 1

16 Evaluasi Penguatan Sistem Pengendalian Penyakit 20.000.000                  Denni A. Siregar PP 1

17 Bauran Program Kesejahteraan Sosial 62.680.000                  Denni A. Siregar PP 4

18 Pembangunan Satu Data Indonesia (SDI) 16.920.000                  Denni A. Siregar PP 1

19 Pengawasan atas Skema Kesehatan Adaptif 20.000.000                  Denni A. Siregar PP 1

20 Pengawasan Proyek Strategis Nasional (Triwulanan) 50.196.000                  Denni A. Siregar PP 1 1 1

BIDANG APD 1.430.982.000             

1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan 

Negara/Daerah yang Terealisasi

Rupiah (juta) 416 1 Optimalisasi PAD 81.200.000                  Indra Kurniawan PP 2 2

          134.621 1 Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Daerah

60.080.000                  Indra Kurniawan PP 1

2 Reviu Peningkatan kualitas perencanaan dan 

Penganggaran pemerintah daerah

94.864.000                  Indra Kurniawan PP 3

3 Peningkatan Kualitas Pembiayaan Daerah 25.960.000                  Indra Kurniawan PP 2

1.3 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan 

Daerah

Rupiah (juta) 184 Indra Kurniawan PP

2 1 Evaluasi tata kelola Beras Provinsi Kalimantan Tengah 55.628.000                  Indra Kurniawan PP 1

2 Evaluasi Budidaya Udang Provinsi Kalimantan Tengah 55.628.000                  Indra Kurniawan PP 1

1 Pengawasan atas Efektivitas Pengendalian Inflasi 

Daerah

31.940.000                  Indra Kurniawan PP 2

2 Percepatan Penurunan Stunting 42.574.000                  Indra Kurniawan PP 2

3 Pengawasan atas Reformasi sistem kesehatan - 

layanan rujukan

25.840.000                  Indra Kurniawan PP 1

4 Program Pembangunan Perumahan Rakyat 

(Perumahan Khusus dan Rumah Susun, Bantuan 

22.300.000                  Indra Kurniawan PP 1 1

5 Pengawasan atas Infrastruktur SPAM 18.524.000                  Indra Kurniawan PP 1 1

6 Pengelolaan risiko sektor strategis nasional 26.040.000                  Indra Kurniawan PP 4

7 Pengawasan atas P3DN 39.384.000                  Indra Kurniawan PP 1 2

8 Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja 

Daerah (SAKIP)

40.080.000                  Indra Kurniawan PP 1

9 Analisis Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah 33.000.000                  Indra Kurniawan PP 1

10 Pengawasan atas Akuntabilitas Penanganan Covid-19 

(Inakesda)

30.000.000                  Indra Kurniawan PP 1

4.1 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP >= 

Level 3
Provinsi 1 Indra Kurniawan PP

4.2 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas 

SPIP >= Level 3
Kab/Kota 13 1 Maturitas SPIP dan MR Pemerintah daerah 56.760.000                  Indra Kurniawan PP 5

4.3 Jumlah Kab/Kota dengan MRI >= Level 3 Kab/Kota 5 1 Maturitas SPIP dan MR Pemerintah daerah 200.000.000                Indra Kurniawan PP 5 5

4.4 Jumlah Pemda yang akuntabel

dalam pengelolaan keuangan dan kinerja 

daerah

Pemda 4 1 Bimtek Implementasi FMIS Pada Pemda 10.080.000                  Indra Kurniawan PP 3

1 Workshop Pengelolaan Keuangan dan 

Pembangunan Desa

320.420.000                Indra Kurniawan PP 2

2 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan desa 

(SISKEUDES)

26.040.000                  Indra Kurniawan PP 3

3 Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa 77.560.000                  Indra Kurniawan PP 2

4 Pengawasan atas Akuntabilitas Keuangan Desa 5.000.000                    Indra Kurniawan PP 2 2 2 2

1 Pengawasan atas Akuntabilitas Aset Desa 26.040.000                  Indra Kurniawan PP 2

2 Peningkatan Kualitas Tata Kelola Aset Desa 26.040.000                  Indra Kurniawan PP 3

BIDANG AN 371.454.000                

SASARAN KEGIATAN SATUAN
TARGET

2023

TARGET KINERJA
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

RENAKSI

PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TAHUN 2023

Adanya tuntutan 

hukum terhadap 

hasil pengawasan 

(17)

Rekomendasi 

strategis diberikan 

oleh tim BPKP tidak 

relevan dengan 

kondisi/permasalah

an yang ada (19)

Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Pembangunan 

Nasional

2

3 Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata 

kelola pemerintahan pada

K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab 

Perwakilan BPKP

1 Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Akuntabilitas 

Keuangan Negara/Daerah

1 Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Akuntabilitas 

Keuangan Negara/Daerah

SATUAN
TARGET KEGIATAN RISIKO UTAMA/

(NILAI RISIKO)
NO KEGIATAN UTAMA 

RISIKO UTAMA/

(NILAI RISIKO)
ANGGARAN PICNO

1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan 

Daerah

Rupiah (juta)

Kegiatan 

Prioritas 

Daerah

Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas 

Daerah yang Diawasi

2.1

3.1

4.5 Jumlah Desa yang pengelolaan keuangannya 

akuntabel
Desa 25

Persentase rekomendasi strategis yang 

ditindak lanjuti

Persen 80

4 Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Kualitas 

Pengendalian Intern K/L/P/BU

4.6 Jumlah desa yang menerapkan

pengelolaan aset desa secara

memadai

Desa 25



TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
SASARAN KEGIATAN SATUAN

TARGET

2023

TARGET KINERJA
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN

TARGET KEGIATAN RISIKO UTAMA/

(NILAI RISIKO)
NO KEGIATAN UTAMA 

RISIKO UTAMA/

(NILAI RISIKO)
ANGGARAN PICNO

1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan 

Negara/Daerah yang Terealisasi

Rupiah

(juta)
0

- - - - Abdul Karim PP

1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan 

Daerah

Rupiah

(juta)

0 - - - - Abdul Karim PP

1.3 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan 

Daerah

Rupiah

(juta)
0

- - - - Abdul Karim PP

- - - - 1 Reformasi sistem kesehatan - layanan rujukan 25.840.000                  Abdul Karim PP 1

2 Pengawasan atas Sistem Kesehatan Nasional 40.494.000                  Abdul Karim PP 2

3 Pengawasan P3DN pada BLU/D dan BUMD 25.080.000                  Abdul Karim PP 1 1

4 BUMD (Fokus pada Bank Pembangunan daerah) 10.000.000                  Abdul Karim PP 1

5 Pengawasan atas Akses Permodalan UMKM 10.000.000                  Abdul Karim PP 1

6 Food Estate 10.000.000                  Abdul Karim PP 1

3.1 Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat BUMD 7 - 7 - - 1 Pengawasan atas BUMD Jasa Air Anggaran 

pengawasan 

(assurance dan 

consulting) belum 

sesuai kebutuhan / 

10

69.880.000                  Abdul Karim PP 4 10

3.2 Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat BLUD 2 - 2 - - 1 Evaluasi BLUD RSUD - 33.840.000                  Abdul Karim PP 1 1

3.3 Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun 

Laporan
BUMDes 36 - - - 36 1 Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUM 

Desa

- 1

3.4 Jumlah BUMDes yang memberikan kontribusi 

pada perekonomian desa
BUMDes 4 - - - 4 1 Evaluasi Akuntabilitas dan Tata Kelola Keuangan BUM 

Desa

- 1

4 Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Kualitas 

Pengendalian Intern K/L/P/BU

4.1 Jumlah BLU/D dengan MRI >= Level 3 BLU/D 4 - - - 4 1 Manajemen Risiko Badan Usaha dan Badan Layanan Kualitas Kegiatan 

Consulting 

(Bimbingan Teknis, 

Asistensi, dan 

Sosialisasi) kurang 

optimal / 19

112.480.000                Abdul Karim PP 3 3

BIDANG INVESTIGASI 389.632.000             

1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan 

Negara/Daerah yang Terealisasi

Rupiah (juta) -                      Suyadi PP

1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan 

Daerah

Rupiah (juta) 1.649             Terjadinya 

kesalahan 

menentukan jumlah 

klaim/eskalasi/

kerugian keuangan 

negara

68660000  Suyadi PP

1.3 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan 

Daerah

Rupiah (juta) 56.500           1 Pengendalian Kecurangan dan Hambatan 

Kelancaran Pembangunan-Respon Kecurangan
Terjadinya 

kesalahan 

menentukan jumlah 

klaim/eskalasi/keru

gian keuangan 

negara

55.000.000                   Suyadi PP 2 2 2 2

2 Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Pembangunan 

Nasional

2.1 Persentase Hambatan Pelaksanaan 

Pembangunan yang Diselesaikan
Persen 85 Pelaksanaan 

penugasan berlarut-

larut

 Suyadi PP

1 Pengawasan atas P3DN Auditor tidak berhasil 

memberikan 

rekomendasi atas 

kelemahan yang 

ditemukan dalam 

penugasan Assurance 

(Audit, Reviu, 

Evaluasi,dan 

Pemantauan)

30.000.000                   Suyadi PP 1

2 Food Estate 34.672.000                   Suyadi PP 3

3 Akuntabilitas Pengadaan Logistik dan Penetapan 

Daftar Pemilih Tetap (DPT)
91.300.000                   Suyadi PP 3

4 Pengawasan atas Reforma Agraria 20.000.000                   Suyadi PP 2

5 Pengawasan atas Tata Keoloa Industri Tambang 40.000.000                   Suyadi PP 2

4.1 Persentase Hasil Pengawasan Pengawasan 

Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti
Persen 100 1 Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pemilu Adanya tuntutan 

hukum terhadap hasil 

pengawasan

20.000.000                   Suyadi PP 1

4.2 Persentase Hasil Pengawasan Pengawasan 

Preventif dan Edukatif yang 

Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti

Persen 85 Auditor tidak berhasil 

memberikan 

rekomendasi atas 

kelemahan yang 

ditemukan dalam 

penugasan Assurance 

(Audit, Reviu, 

Evaluasi,dan 

Pemantauan)

10.000.000                   Suyadi PP

4.3 Jumlah Pemda dengan Efektivitas 

Pengendalian Korupsi Baik
K/L/Pemda 3 Stakeholder tidak siap 10.000.000                   Suyadi PP

4.4 Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas 

Pengendalian Korupsi Baik
Badan 

Usaha
1 Stakeholder tidak siap 10.000.000                   Suyadi PP

BIDANG P3APIP 396.720.000             

1.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas 

APIP >= Level 3
Provinsi 1 Untung Subagyo PP

1 Kapabilitas APIP 179.040.000                Untung Subagyo PP 2 3 5 5

2 Peningkatan kualitas Pembinaan JFA 67.680.000                  Untung Subagyo PP 1 1 2

1 Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan 

(PAEP dan P3A)-Koordinasi dan Perencanaan 

Pengawasan

74.980.000                  Untung Subagyo PP 1 1 2 2

2 Perencanaan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan 

(PAEP dan P3A)-Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan 

Pengawasan

75.020.000                  Untung Subagyo PP 1 1 2 2

2.2 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern 

Unit Kerja
Persen 70

2 Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Akuntabilitas 

Keuangan Negara/Daerah

3 Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Badan Usaha

1 Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Akuntabilitas 

Keuangan Negara dan Daerah

4 Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Efektivitas 

Pengendalian Korupsi

3 Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata 

kelola pemerintahan pada

K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab 

Perwakilan BPKP

1

33.840.000                  Abdul Karim PP

2 Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata 

kelola pemerintahan pada

K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab 

Perwakilan BPKP

2.1 Persentase rekomendasi strategis yang 

ditindak lanjuti

Persen 80

1 Meningkatnya Pengawasan 

Pembangunan atas Kualitas 

Pengendalian Intern K/L/P/BU 1.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan 

Kapabilitas APIP >= Level 3

Kab/Kota 11

3.1 Persentase rekomendasi strategis yang 

ditindak lanjuti

Persen 80

2.1 Nilai SAKIP Unit Kerja Skor Skala 

100
82



TW1 TW2 TW3 TW4 TW1 TW2 TW3 TW4
SASARAN KEGIATAN SATUAN

TARGET

2023

TARGET KINERJA
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SATUAN

TARGET KEGIATAN RISIKO UTAMA/

(NILAI RISIKO)
NO KEGIATAN UTAMA 

RISIKO UTAMA/

(NILAI RISIKO)
ANGGARAN PICNO

3.3 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit 

Kerja)
Persen 100

BAGIAN TATA USAHA 19.200.726.000      

1.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja Skor Skala 

100
80 - - - 80 1 Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi 42.650.000                  Risparanto Kegiatan

2 Layanan Perkantoran 18.618.796.000      Layanan

1.2 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja Indeks Skala 

100
75 - - - 75 1 Laporan Kegiatan Kehumasan Pegawai tidak 

menunjukkan 

kinerja yang optimal 

(13)

Risparanto Kegiatan

1.3 Skor IKPA Unit Kerja Indeks Skala 

100
95 95 1 Layanan Perencanaan, Keuangan Pertanggungjawaba

n keuangan 

mengalami 

keterlambatan (8)

453.580.000                Risparanto Kegiatan

1 Layanan Sarana Internal (Pengadaan Perangkat 

Pengolah Data dan Komunikasi)
41.000.000               Risparanto Layanan

2 Layanan Sarana Internal (Pengadaan Peralatan 

dan Fasilitas Perkantoran)
44.700.000               Risparanto Layanan

2 Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

1 Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja

- 80 Perbedaan data 

BMN jika 

dibandingkan 

kondisi sebenarnya 

(11)

1.4 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja Indeks Skala 

100
80 - -

Pegawai tidak 

menunjukkan 

kinerja yang optimal 

(13)


